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Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 33 TAHUN  2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERAPAN
SANKSI ADMINISTRASI PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26
ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8
Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan
Saksi Administrasi Pelanggaran Ketertiban
Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
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7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8
Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006
Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Bogor
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015
Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 67);

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016
Nomor 1 Seri D).

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12
Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009
Nomor 6 Seri E);

11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2017 Nomor 45 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM.



4

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bogor.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sat Pol
PP adalah perangkat daerah dalam penegakan peraturan
daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman
masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparat
pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah
dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

8. Penegakan Hukum Administrasi adalah tindakan hukum
secara preventif dan represif untuk menegakkan peraturan
perundang-undangan pada keadaan konkrit, melalui kegiatan
pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi

9. Penegakan Hukum Represif Non Yustisial adalah pengenaan
sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan daerah
ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan
secara langsung oleh perangkat penegak hukum daerah
yang bersifat final dan mengikat.

10. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan
oleh pejabat/badan tata usaha kepada seseorang atau badan
hukum perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu
sehingga perbuatannya menjadi sah/legal.


